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PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Menimbang

KEPEMIMPINAN TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

a.

bahwa pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi
para pejabat yang akan dan/atau telah menduduki
jabatan struktural eselon II di seluruh kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah ditujukan untuk
mempercepat tercapainya visi negara melalui
koordinasi, kolaborasi dan sinergi dalam mengatasi
berbagai permasalahan dan isu nasional stratejik;

bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat II sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan
Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 11 Tahun 2013 tidak sesuai lagi dengan
kondisi saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
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Mengingat

Menetapkan :

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat II;

1. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang
Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang
Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri
Sipil;

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II.
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Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat II yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana termuat dalam
Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan
dalam penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat II.

Pasal 3

Ketentuan mengenai proses pembelajaran yang tertuang dalam Bab VII
Penyelenggaraan huruf D Jadwal Pelaksanaan sebagaimana termuat
dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2015.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPEMIMPINAN TINGKAT II

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi negara
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan
kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia,
peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun
prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara
efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia
masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini.
Salah satu penyebab ketertinggalan tersebut adalah lemahnya
kemampuan dalam menuangkan visi negara, pemerintahan pusat dan
daerah ke dalam kebijakan strategis, termasuk lemahnya kapasitas
dalam memimpin implementasi kebijakan strategis tersebut.

Dalam sistem manajemen kepegawaian, pejabat struktural eselon II
memainkan peranan yang sangat menentukan dalam menetapkan
kebijakan strategis instansi dan memimpin bawahan dan seluruh
Pemangku Kepentingan strategis untuk melaksanakan kebijakan
tersebut secara efektif dan efisien. Tugas ini menuntutnya memiliki
kemampuan kepemimpinan strategis, yaitu kemampuan dalam
merumuskan kebijakan strategis dan kemampuan mempengaruhi
pejabat struktural dan fungsional dibawahnya termasuk Pemangku
Kepentingan lainnya untuk melaksanakan kebijakan strategis yang
telah ditetapkannya.

Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon II seperti
tersebut di atas, penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II yang bertujuan
sebatas membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan
menjadi pemimpin strategis dirasakan tidak cukup. Diperlukan
sebuah penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II yang inovatif, yaitu
penyelenggaraan Diklat yang memungkinkan peserta mampu



